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Keuangan Desa mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan 
pendapatan asli desa, kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian 
yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten, selain itu bantuan dari 
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. 
Beberapa hal yang dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru bagi 
Pemerintah Desa karena selama ini mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari 
pendapatan asli desa.  
Mekanisme pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kinerja manajemen 
dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang disusun 
secara berantai.  Pengelolaan keuangan desa adalah unsur penting bagi desa karena 
mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pencarian 
sumber pendapatan  sebagai modal atau dana didalam perencanaan anggaran 
pendapatan dan belanja desa.  
Pengelolaan keuangan desa bakaran kulon dituangkan dalam bentuk 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang mana didalam APBDes 
sudah tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun 
kedepan.  Sumber kas desa antara lain diperoleh dari pelayanan-pelayanan desa serta 
retribusi. Diproyeksikan bahwa pendapatan desa dialokasikan untuk anggaran 
rutin/pegawai diperuntukkan bagi pemerintah desa dan BPD. Kemudian anggaran 
juga akan diberikan untuk PKK, pelaksanaan musyawarah, pembangunan desa, 
lembaga pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan olahraga serta pembangunan fisik. 
Sementara dana untuk membiayai pengeluaran belanja langsung, antara lain untuk 
belanja pegawai/honorarium, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dan untuk 
pengeluaran belanja tidak langsung, yaitu belanja penghasilan tetap, belanja 
tunjangan, belanja hibah kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan sosial, 
belanja bantuan keuangan kepada lembaga dan belanja tidak terduga.  
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